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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian mengenai “Pandangan Tokoh Agama terhadap
Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
dalam Tinjauan Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan
tentang bagaimana pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru
kabupaten Sidoarjo, bagaimana pandangan tokoh agama tentang hukum jual beli bilyet
giro, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang
jual beli bilyet giro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan penulis
dengan teknik observasi dan interview (wawancara) setelah data terkumpul kemudian
data diolah dengan teknik organizing, editing dan analizing. Pola pikir yang digunakan
adalah deskriptif analisis dengan menganalisis paparan pandangan tokoh agama tentang
jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo untuk diambil
kesimpulan dengan pola pikir induktif yakni menganalisis pandangan tokoh agama
tentang jual beli bilyet giro ditinjau dengan menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro di
desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, pengusaha yang memiliki bilyet giro
menjual bilyet gironya kepada para pemilik modal karena faktor kebutuhan ekonomi
agar bisa membeli bahan baku pembuatan sandal sechingga mereka tetap bisa terus
berproduksi. Dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro para penjual datang secara lansung
ke rumah pemilik modal untuk menjual bilyet giro mereka, setelah terjadi kesepakatan
tentang harga si pemilik modal lalu memberikan uang tunai kepada penjual bilyet giro
tersebut.

Pandangan tokoh agama setempat tentang pelaksanaan jual beli bilyet giro
tersebut terdapat perbedaan pendapat yakni, ada yang membolehkan dengan alasan
adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dan faktor kebiasaan yang disebabkan
kebutuhan ekonomi dan ada yang tidak membolehkan, karena dalam pelaksanaan
transaksi tersebut terdapat pihak yang dirugikan yakni penjual karena adanya potongan
5 % pada bilyet giro untuk perbulannya dan itu termasuk riba yang haram hukumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada semua pihak warga
masyarakat desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo terutama penjual dan
pembeli agar meningkatkan pengetahuan tentang praktek jual beli tersebut menurut
syariat hukum Islam dan prinsipnya. Disamping itu diharapkan kepada para tokoh
agama untuk memberikan pengaruh baik melalui penyuluhan, diskusi, pengajian maupun
yang lain, agar warga masyarakat paham tentang jual beli menurut hukum Islam.

vi
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan
berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu
praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual
beli yang dengannya mercka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka
inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama
sehingga ketika mengadakan transaksi”jual beli, manusia mampu berinteraksi
dalam koridor syariat dan_ terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap
sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang
bersifat komprehensif,

Untuk itu seorang muslim diperbolehkan bekerja baik dengan jalan
bercocok tanam, berdagang, menjadi pegawai dan pekerjaan apapun selama
pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka dalam bermuamalah
Allah melet-akkan norma-norma yang dijadikan sebagai landasan agar manusia

tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil.!

! Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, Falsafsh dan Hikmah Hukum Islam, Terj. Hadi Mulyo
(Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992), 375.



Sesecorang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal
yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini dimaksudkan
agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakan yang dilakukan jauh
dari kerusakan yang tidak dibenarkan,

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah,
mereka melalaikan aspek ini, schingga tidak perduli jika mereka memakan
barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan
semakin banyak.?

Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah
mencari bérang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengax;
cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak sifat jual
beli seperti, penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain--lain..3

Pada pembahasan masalah muamalah dan jual beli hukum asalnya adalah

boleh dan halal. Tidak ada larangan dan tidak berstatus haram, sampai

didapatkan dalil dari syariat yang menetapkannya. Allah swt berfirman:

O B

2 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah juz 12, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT al Ma’arif,
1996), 46.

3 Ibnu Mas’ud, Figih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2 (Bandung: Persada Setia,
2007), 24.

* Departemen Agama Rl, A/-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah al-Qur’an, 1971), 275.



"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang
sama ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang kaya dan ada yang miskin,
ada yang besar dan ada yang kecil, adanya perbedaan ini supaya manusia dapat
saling membutuhkan satu sama lain. Selain sebagai mahluk yang tidak sempurna
manusia juga sebagai mahluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya
sendiri tanpa berintraksi dengan orang lain, oleh sebab itu diwajibkan bagi

mereka untuk saling tolong menolong. Allah swt berfirman dalam al-Qur’an:

* ordlly WY1 B 1 5 650 L0 B e

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan
Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran™

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa selama bentuk-bentuk
muamalah yang direkayasa manusia di zaman kontemporer tidak bertentangan
dengan nash al-Qur’an dan as-Sunnah maka persoalan muamalah itu dapat
diterima, dengan syarat sejalan dengan Maqgasid as-Syariah, yaitu untuk
kemaslahatan umat manusia.® Dan sepanjang ridha, kejujuran, keadilan melekat
dalam suatu proses muamalah tanpa ada unsur kebatilan dan kezaliman, maka

bentuk transaksi itu diperbolehkan.

S Ibid, 157.

® Nasroen Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 24.



Perkembangan zaman dan majunya teknologi dunia yang semakin pesat,
berdampak pula dalam sektor perdagangan. Kemajuan di bidang ini semakin
tampak ketika banyak sekali orang yang dalam melakukan transaksi tidak lagi
menggunakan uang sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan
menerbitkan surat berharga baik untuk pembayaran kontan maupun sebagai alat
pembayaran kredit.’

Bilyet giro yang telah banyak digunakan dalam lalu lintas pembayaran
merupakan alat pembayaran yang praktis dan aman serta dapat dipertanggung
jawabkan, meskipun demikian, kendala yang dihadapi seorang penjual bila
dibayar dengan bilyet. giro adalah tenggang waktu (tanggal efektid Kendala
seperti ini dirasakan oleh beberapa produsen ketika modal untuk membeli bahan
baku mulai berkurang, di samping itu perputaran uang yang dibutuhkan s;lhar'i-
hari semakin lambat.

Seperti halnya pada masyarakat desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten
Sidoarjo yang mayoritas penduduk beragama Islam dan dalam memenuhi
kebutuhan hidup mereka mayoritas bermata pencarian sebagai pengusaha sandal
dan buruh sandal dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam
memenuhi kebutuhan mereka hanya mengandalkan hasil dari pesanan sandal

yang tidak menentu.

” Imam Prayogo, Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembsyaran dalam Masyarakat
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 3.



Di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo terdapat prakter jual
beli bilyet giro yang sebagian besar dilakukan oleh para pengusaha sandal yang
beragama Islam, tetapi dalam pelaksanaannya menampakkan hal-hal yang kurang
tepat bila ditinjau dari aturan jual beli dalam Islam. Yakni dalam pelaksanaan
jual beli bilyet giro tersebut terdapat pengurangan sebesar 5 %, dan hal tersebut
tentu saja merugikan penjual karena secara otomatis nominal yang ada pada
bilyet giro tersebut berkurang,.

Menurut pengamatan sementara di lapangan, Bilyet Giro adalah sarana
perintah pembayaran untuk menarik simpanan dana di bank, jadi bilyet giro itu
sejenis cek. Pelaksanaan jua'l beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyar'akat
Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut, kerena
sebagian besar masyarakét desa Ngeni bermata pencarian sebagai pengusaha
sandal sedangkan dalam prakteknya para pembeli sandal membayar sandal
tersebut dengan bilyet giro. Bilyet giro yang diberikan oleh para pembeli sandal
baru bisa di cairkan sekitar 3-5 bulan tergantung kesepakatan antara penjual dan
pembeli, sedangkan para pengusaha sandal membutuhkan modal untuk membeli
bahan baku agar tetap bisa terus berproduksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya para pengusaha sandal mencari
alternatif yang paling mudah dan cepat untuk menambah modal. Alternatif yang
paling mudah dan sering dilakukan adalah dengan melakukan jual beli bilyet giro

kepada para pemilik modal. Para pemilik modal bersedia membeli bilyet giro



tersebut dengan syarat, yaitu adanya potongan sekitar 5 % untuk per bulannya.
Dan apabila penjual bilyet giro tersebut setuju maka si pemilik modal akan
membayar dengan uang kontan kepada mereka.

Dari uraian di atas terlihat bahwa jual beli tersebut mengandung unsur
zulm serta dapat merugikan salah satu pihak. Padahal Islam telah melarang jual

beli yang mengandung unsur zu/m. Allah swt berfirman dalam al-Qur’an :
/ra/’// /01401’ ’0 o"/o/o"/zo’o'uz’ 3. /a.’ e -~
A o s 0985 of Yy el oS ATl st Y T i @l g
8 ° ’io

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan haria
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka diantara kamu".

Sementara di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo masih
banyak yang melakukan praktek jual beli tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan
adalah bagaimana pandangan tokoh agama setempat mengenai masalah jual beli
bilyet giro ini? dan bagaimana pandangan para tokoh agama tersebut bila
ditinjau dari segi hukum Islam?.

Menurut hasil pengamatan sementara di lapangan tentang pendapat para
tokoh agama setempat terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni adalah,

ada tokoh agama yang membolehkan transaksi jual beli bilyet giro tersebut dan

8 Depag Rl, Al-Qur’an dan Terjemabnya, 122.



ada juga tokoh agama yang mengharamkan, para tokoh agama yang
membolehkan berpendapat bahwa jual beli bilyet giro tersebut sudah memenuhi
syarat serta rukun jual beli dan juga terdapat kerelaan antara penjual dan
pembeli. Sedangkan para tokoh agama yang mengharamkan berpendapat bahwa
jual beli bilyet giro tersebut mengandung unsur zu/m, yakni merugikan pihak
penjual bilyet giro dengan adanya potongan sebesar 5 %.

Dari uraian di atas penulis ingin mengajukan penelitian dan pembahasan
secara lansung bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli bilyet giro menurut
pandangan tokoh agama yang ada di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten
Sidoarjo kemudian ditinjau dalam hukﬁm Islam agar memperolah status hukum
Islam yang jelas tentang pelaksanaan transaksi jual beli bilyet giro, maka studi
tentang “Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di
Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum
Islam” ini amat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk peneclitian-penelitian

tentang praktek muamalah.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, untuk lebih lanjut dalam
pembahasan ini dapat diketahui pokok masalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten

Sidoarjo.



""~

2. Apa yang melatar belakangi terjadinya jual beli bilyet giro di desa Ngeni
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

3. Pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

4. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap jual beli bilyet giro bila ditinjau

dari hukum Islam.
Mengingat luasnya permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini, dan
agar tidak terjadi kekaburan dalam pembahasan nantinya maka masalah yang

akan dibahas dibatasi pada :

1. Pelaksanaanv jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten
Sidoarjo.

2. Pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tok?h agama tentang jual beli

bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah
Dengan berdasarkan latar belakang masalah, penulis menentukan

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru

kabupaten Sidoarjo?



2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di
desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang

jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah mendapatkan gambaran topik yang
akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang diteliti ini bukan
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Penclitian ' yang~ verjudul © “Pandangan = Tokoh ~Agama terhadap
Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam” merupakan penelitian yang berbeda
dangan penelitian yang lain, perbedaan ini dapat dilihat dari berbagai hasil
penelitian berikut :

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli
Sapatu dengan Cek Mundur di Sidoarjo” yang ditulis oleh Lailatul Mafrudhoh
tahun 1996 yang menjelaskan tentang tambahan harga pada jual beli sepatu yang
dibayar secara tangguh, dan penulis berpendapat bahwa tambahan tersebut bukan
termasuk kategori jual beli dengan dua harga yang terlarang sebab tambahan
harga tersebut dikarenakan adanya tenggang waktu dan berdasarkan kesepakatan

pembeli dan penjual.
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Sedangkan penelitian yang berjudul “Aplikasi Jual Beli dengan Kartu
Kredit di Giant Hyper Market Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam dan
Hukum Perbankan” yang ditulis oleh Anik Purwati Ningsih tahun 1994 yang
mengkaji tentang jual beli via kartu kredit dan proses penyelesaian pihak Giant
Hyper Market Surabaya dalam menangani kesalahan-kesalahan pada kartu
kredit, penulis berpendapat bahwa menurut prespektif hukum Islam dan hukum
perbankan aplikasi tersebut dibolehkan (sah), karena aplikasi tersebut lebih
banyak mendatangkan keuntungan dari pada kerugian kepada masing-masing
pihak yang terlibat didalamnya. Begitu juga proses penyelesaian tersebut
‘dilaksanakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan karena lebih
mengedepankan perdamaian.

Sedangkan dalam bahasan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Tokoh
Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan
Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam” ditekankan pada
padangan tokoh agama terhadap jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan

Waru kabupaten Sidoarjo yang kemudian ditinjau menurut hukum Islam.

. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan
dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa

Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



12

G. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, atau mengukur variabel

dalam penelitian, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian terkait

dengan yang dimaksud dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokch

Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan

Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam”, yaitu :

L.

2.

Pandangan Tokoh Agama : Pendapat orang-orang yang mempunyai
keunggulan dalam bidang agama Islam dan dianggap mampu oleh
masyarakat desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo dalam
menghaciapir persoalan tentang keagamaan, ibadah dan bermuamalah. Dalam
hal ini yang dimaksud para tokoh agama adalah para ustad lulusan dari
pondok pesantren yang juga bekerja sebagai guru. Seperti, Uétad H. Khoirul
Anam S.Ag, Ustad H. Zuhdi Ismail B.A, Ustad H. Misbahul Munir M.A,
Ust;d H. Fahrur Rozi M.Hi dan Ustad Nidhomuddin S.Ag. Mereka semua
dipandang mampu oleh masyarakat desa Ngeni kecamamatan Waru
kabupaten Sidoarjo.

Jual Beli Bilyet Giro : Transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengusaha
sandal yang memiliki bilyet giro dengan para pemilik modal lebih, yang

dalam pelaksanaannya terdapat pengurangan sebesar 5 %.
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3. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan tentang hukum jual beli
bilyet giro yang terkait dengan hukum muamalah yang bersumber dari al-

Qur’an, hadits dan pendapat ulama figih.

Jadi yang dimaksud adalah pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan
jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh para pengusaha sandal yang memiliki
bilyet giro kepada para pemilik modal lebih dengan adanya potongan sebesar 5%,
yang sering dilakukan oleh para pengsaha sandal di desa Ngeni kecamatan Waru

kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fie/d reseach) yaitu
penelitian terhadap pelaksanaan transaksi jual beli bilyet giro di desa Ngeni .
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
1. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data
yang dikumpulkan sebagai berikut :
a. Pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa
Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
b. Teknik dan proses pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni

kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
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2. Sumber data
Sumber data yang dijadikan pegangan dalam literatur ini agar bisa
mendapatkan data yang kongkrit dan ada kaitannya dengan masalah jual beli
bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. meliputi
sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :
a. Sumber data primer
1. Pendapat para tokoh agama setempat tentang hukum jual beli bilyet
giro.
2. Penjual yaitu pengusaha sandal yang menjual bilyet giro yang
mereka m.iliki kepada bara pemilik niodal, diantaranya adalah :
1. Bapak Muhammad Mudhofir
2. Bapak Zainuddin
3. Bapak Abdurrahim
4, éapak Saikhu
5. Bapak Ali Usman
3. Pembeli yaitu orang yang memiliki modal lebih dan bersedia
membeli bilyet giro, diantaranya adalah :
1. Bapak H. Mansur
2. Bapak H. Yusuf

3. Bapak H. Munir
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b. Sumber data sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen

tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli bilyet giro

antara lain :

1.

Rachmat Syafi’i, Figih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia,
2001)

Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007)

Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, juz 12, Terjemahan Kamaludin A.
Marzuki (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987)

Ali Hasan, Berbsgai Macam Transaksi dalam Islam (Figih
Muamalah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Imam Prayogo, Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembayaran
dalam Masyarakat (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995)

Serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, dalam penelitian ini

mengambil populasi dari wilayah desa Ngeni kecamatan Waru

kabupaten Sidoarjo, yang dijadikan penelitian adalah 8 tokoh agama

dalam hal ini yang dimaksud adalah para ustad lulusan dari pondok

pesantren yang juga bekerja sebagai guru di desa Ngeni kecamatan
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Waru kabupaten Sidoarjo’, yang dianggap mampu oleh masyarakat desa
Ngeni dalam menghadapi persoalan tentang keagamaan, ibadah dan
bermuamalah khususnya pendapat tentang hukum jual beli bilyet giro,
serta 10 orang penjual bilyet giro dan 5 orang pembeli bilyet giro di desa
Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

b. Sampel sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan
sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampel yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat
tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-
ciri a'tau sifat-sifat yang. ada dalam populasi yang sudah diketahui
sebelumnya, jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada atau dilihat dalam
populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel, dalam penelitian
ini penulis mengambil sampel 5 orang tokoh agama, dalam hal ini yang
dimaksud adalah pa?a ustad lulusan dari pondok pesantren yang juga
bekerja sebagai guru di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten
Sidoarjo, serta 5 orang penjual bilyet giro dan 3 orang pembeli bilyet
giro.

4. Teknik pengumpulan data
Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat di tempat penelitian,

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

® Aminulloh (Kepala Desa), Wawancara, Desa Ngeni, 27 April 2011
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a. Observasi (pengamatan)
Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat
secara sistematis obyek yang diteliti). Teknik ini digunakan untuk
mengamati pendapat para tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet
giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo serta praktek

jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

b. Tehnik Interview (wawancara)
Metode wawancara atau interyiew yaitu metode ilmiah yang dalam
pengumpulan datanya dengan jalan berbiﬁara atau berd%alog lansung
dengan sumber obyek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan
 terkait dengan penelitian ini adalah :
1. Tokoh agama
2. Penjual dan pembeli bilyet giro

3. Kepala desa dan masyarakat

c. Dokomantasi
Dokumentasi adalah mencari data menganai hal-hal atau variabel
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, surat berharga, majalah
prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen
yang diteliti adalah bilyet giro yang dijadikan objek jual beli di desa

Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
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5. Teknik pengolahan data

a. Organizing
Yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam
kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk
memperoleh bukti-bukti tentang pendapat para tokoh agama terhadap
hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten
Sidoarjo dan gambaran secara jelas tentang jual beli bilyet giro di desa
Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

b. Editing

- Yaitu memeriks'a kembali secara cermat daﬁ segi keleﬁgkapan,
keferbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan

keseragaman data.

¢. Analizing
Yaitu lanjutan terhadap hasil klasifikasi data. Sehingga diperoleh

kesimpulan mengenai hukum jual beli bilyet giro.

6. Teknik analisis data
Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun kemudian
menganalisisnya dengan menggunakan pola pikir diskriptif analisis yaitu
mengumpulkan data tentang pendapat tokoh agama terhadap hukum jual
beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo yang

disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan pola pikir
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ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang

terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah induktif, merupakan pola
pikir yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari
hasil penelitian yang ada di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten
Sidoarjo, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap
pandangan tokoh agama terkait dengan pelaksanaan jual beli bilyet giro di
desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo dan kemudian dianalisis

secara umum menurut hukum Islam.

I Sistematika Pembahasan
Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang
direncanakan atau diharapkan oleh peneliti maka disusunlah sistemetika

pembahasan sebagai berikut :

BABI  Merupakan pendahuluan, yang meliputi uraian tentang latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BABII Bab kedua membahas tentang jual beli dalam hukum Islam
berdasarkan sumber-sumber pustaka meliputi tentang pengertian jual

beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-



BAB III

BABIV

BABYV
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macam jual beli dan hikmah jual beli, dan kaidah-kaidah yang
berkenaan dengan ‘urf atau adat kebiasaan, sub babnya terdiri dari
Pengertian ‘urf, Dasar-dasar kaidah ‘urf, Kaidah-kaidah yang

berhubungan dengan ‘urf, macam-macam ‘urf dan Kedudukan “urf.

Dalam bab ini membahas tentang, Proﬁl tokoh agama di desa Ngeni,
pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru
kabupaten Sidoarjo serta pandangan tokoh agama terhadap hukum
jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten
Sid(_)atjo. ’

Berisi tentang analisis- dari hasil penelitian y.mg raeliputi-tinjavan
hukum Islam terhadap proses pelaksanaan jual beli bilyet giro dan
Tinjauan Hu-kum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang
Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten

Sidoarjo.

Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB I

JUAL BELI DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah figih disebut dengan a/-Bay* yang berarti
menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal a/-
Bay' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya,
yakni kata as-Syirs' yang berarti membeli. Dengan demildan, kata a/-Bay*
berarti jual sekaligus juga beli.'

Menurut pengertian syari’at jual beli ialah, Pertukaran harta tertentu
dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan
pengertian lain yaitu memindahkan hak milik dengaﬁ milik lain berdasarkan
persetujuan dan hitungan materi.?

Secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang
berkonsekwensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana

dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

! Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

2 Chairuman Pasaribu, et al, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2004), 33.

21
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Pengertian jual beli menurut istilah, terdapat beberapa pendapat

dikalangan para Imam Mazhab, yakni :

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli dengan :

e &y B Iy JU G

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”

2. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau bay’ menurut istilah ada dua

pengertian, yaitu :— - |

1. Pengertian untuk seluruh satuannya bay’ (jual beli), yang mencakup
akad sharaf, salam cian lain sebagainya.

2. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang
dipahamkan dari lafal bay’ secara mutlak menurut wruf (adat
kebiasaan).’

3. Mazhab Hambali

Menurut ulama Hambali jual beli menurut syara’ ialah menukarkan harta

dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu

manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

* Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-Figh Ald al-Mazihib al-Arba’ah (Mesir: Dar al-Fikr, 1974),
201.
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4, Mazhab Syafi’i
Mazhab Syafi’i mendefinisikan jual beli menurut syara’ ialah akad

penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.*

Dari beberapa definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan
bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau
barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan
pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara suka rela oleh

kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan syara’.

2. Landasan Hukum Jual Beli -
Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia
mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Jual beli disyariatkan
berdasarkan dalil yang berasal dari Al-Qur’an, sunnah dan ijma’ yakni :

1. Dalil Al-Qur’an, diantaranya :
° ’w G - /0/‘ l’ @ . E
...l-zfn el C"’M i .

“..dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

¢ Ibid, 292.

SDepartemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemabnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah al-Qur’an, 1971), 275.
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Ayat tersebut menjelaskan tentang kehalalan dalam jual beli
mengingat di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila

diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian.

o Moy T 0:.’/
1...‘..2&,‘.,: \)\’}v\.?.mb...

“..Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”

A - z 123 e -

L s 055 of Yy gy 28 Sl st § it S @iy

7;:{%2}3‘;5

‘“Hai orang-orang yang beriman, janganlsh kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan

dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

2. Dalil as-Sunnah, diantaranya :

”

ig\ : ;L:L ‘LL} filc,ais\ 31.4 ';.,fl\ o Ay ;ff’:‘ Q\; 9} ;;\_;2 L
. ° F P o - o 2°
DR Sy e 5 el SO JekidE ¢ L LS

(‘;’{\;j‘ PP ,j

¢ Ibid,, 70.

7 bid., 122.
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“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi saw pernah ditanya: profesi
apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, segala pekerjaan yang
dilakukan dengan usahanya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (HR.
Bazzar dan Al-Hakim)

o . 208 .5 .”,a’/z BT LAY ,olz’,’o o}.° o - ‘o -

(e o y)) u"‘j

“Dari Abi Sa’id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Jua/
beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Baihagi) °

R L S T T U T BV
e it S o5 05 L Bl T d 00 06106 e 1

() B > 3 deall Conl o) L

' “Semua transaksi peminjaman yang menimbulkan sesuatu manfaat
termasuk riba”"’

3. Dalil ijma’
Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang

% Ibn Hajar al-* Asqalani, Bulughul Maram, Terj. A. Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 1991),
398.

® Ibid, 423.

19 Sahal Mahfud, Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munss dan Konbes Nahdlatul
Ulama (Surabaya: Diantama, 2004), 468.
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lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang
sesuai.'’

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat
urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang
orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena
itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah
saw hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan

disyariatkannya jual beli.'?

3. Rukun dan Syarat Jual Beli
Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulaina berbeda pendapat.
Menuru_t ulama Hapaﬁyah rukun jual beli adalah .ijab dan qabul yang
menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun
perbuatan.”
Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu : **
a. Agqid (penjual dan pembeli)

b. Sigat (ijab qabul)

! Rachmat Syafi’i, Figh Muamalsh (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

12 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, juz 12, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung; PT al Ma’ arif,
1996), 46.

1 Ibnu * Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Dirr al-Mukhtar, juz I'V (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), S.

' Wahbah al-Zuhaily, s/-Figh al-Islami wa Adillatub, jilid V, cet. ke-8 (Damaskus: Dar al-Fikr
al-Mu’ ashir, 2005), 3309.
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c. Barang yang di beli

d. Nilai tukar pengganti barang

Dari keempat rukun tersebut, menurut jumhur ulama’ ada beberapa

syarat yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan sah menurut syara’.

1. Persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual
maupun pembeli, yaitu 13

a. Berakal, dan dapat membedakan (memilih) mana yang terbaik bagi

dirinya dan apabila salah satu tidak berakal maka jual beli yang

dilakukan tidak sah.

-c.l

Balig atau dewasa, dewasa dalam hukuim Islam adalah apabila telah

berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan telah

haid (t;agi anak perempuan).

¢. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda artinya seseorang
tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual
sekaligus pembeli.'®

d. Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli,

yal;ni dia adalah seorang yang mukallaf dan rasyid (memiliki

kemampuan dalam mengatur uang).

' Chairuman Pasaribu, et al, Hukum Perjanjian dalam Islam, 35.
16 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, 116.
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e. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan
sukarela, tanpa ada paksaan.

2. Persyaratan yang berkaitan dengan sigat (ijab qabul)

Sigat sebagai simbol dari suatu kerelaan dalam kegiatan jual beli
antara penjual dan pembeli sehingga menjadikan suatu jual beli itu sah
atau tidak. 7

Para ulama figih mengemukakan bahwa syarat ijab gabul itu
adalah sebagai berikut :

a. Qabul juga harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan
”séya jual benda ini seharga Rp.15.000” lalu pemb;eli menjawab “saya
beli dengan harga Rp.15.000”.

b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antaraijab dan q-abﬁl' 18

c. Ijab dan gabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah
pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan topik
yang sama.

d. Tidak dita’likkan yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal
lain.

e. Ijab qabul tidak dibatasi dengan waktu, misalnya saya jual barang ini

selama satu bulan.

7 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002), 71.
18 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, 116.
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3. Persyaratan yang berkaitan dengan ma’qud ‘alaih atau objek barang yang
diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu :

a. Objek jual beli (baik berupa barang yang di jual atau harganya)
merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau
barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram
terlarang untuk diperjualbelikan.

b. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual
barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik
barang.

c. Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual
burung yang terbang di udara dan semisalnya.

d. ObjckAjual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara j;:Ias oleh
kedua belah pihak.

e. Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat

atau aib suatu barang ketika melakukan jual beli."

4. Persyaratan yang berkaitan dengan nilai tukar
Nilai tukar barang termasuk unsur yang terpenting. Zaman
sekarang ini disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama

figih membedakan antara as-saman dan as-si’r.

' Abdul Rahman Gazali, et al, Figh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 77.
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- Menurut mereka, as-saman adalah harga pasar yang berlaku di
tengah-tengah masyarakat, sedangkan as-si’r adalah modal barang yang
seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.
Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan
harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Ulama figih
mengemukakan syarat-syarat as-$aman sebagai berikut :%°
a. Harga yang dipakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara
hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila
barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.

c. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan
nilai tukar i)ukan barang yang diharamkan syara’ seperti babi d;an -

khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam pandangan

syara’.

4, Macam-Macam Jual Beli
Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi

tiga bentuk, yaitu : 2!

2 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004), 124.

2 Ibid., 128,
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1) Jual beli sahih
Jual beli dikatakan sah apabila jual beli tersebut telah memenuhi syarat
dan rukun jual beli, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak

khiyar.

2) Jual beli batil
Jual beli dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukun tidak
terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan
syariat.
- Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut 2
a.  Jual beli barang vang najis
Jual beli benda yang dihukumi najis oleh agama seperti anjing, babi,
bangkai dan khamar, Jual béli benda ya-ng tidak ada. Ulama figih
sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah.
b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak
sah (batal). Seperti, menjual burung yang lepas dari sangkarnya.
c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan
Jual beli yang mengandung tipuan atau gharar, yaitu jual beli yang
samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual

kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

22 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, 122-124.
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d. Jual beli al-‘Urbun
Jual beli al-‘urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui
perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada
penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual
menjadi milik penjual.
3) Jual beli fasid
Jual beli fasid yaitu apabila kerusakan pada jual beli itu

menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut

termasuk jual beli fasid. 3

5. Hikmah Jual Beli
Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan
keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba Nya, Karena semua manusia secara
pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya.
Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup.
Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia
dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal

pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa

B Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi....,134.
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yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari
orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.?*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah swt telah
mensyariatkan jual beli, sebagai tujuan agar diantara umat saling berhubungan
atau saling bermuamalah antara satu dengan lainnya, dan saling memenuhi
kebutuhan secara timbal balik diantara mereka, dan sebagainya.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan
keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan
adanya jual beli maka dia akan mampu untuk memperoleh sesuatu yang
diinginka;lnya, karena pada umumnya kebutuhan sescorang sangat terkait

dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.”

B. ‘Urf
1. Pengertian ‘Urf
Dalam bahasa arab, terdapat dua istilah yang berkenaan dengan
kebiasaan yaitu a/-Adat dan al-‘Urf? Jumhur ulama mengidentikkan ferm
adah dengan ‘urf, keduanya mempunyai arti yang sama. Namun sebagian

fugaha membedakannya.

24 Sayyid Sabiq, Figil Sunnabh, juz 12, 128.

2 Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlani al-San’ani, Swbu/ al-Salam, juz 4 (Bairut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyah, 2004), 3.

26 Jaih Mubarok, Kaidah Figih (Sejarah dan Kaidah Asasi), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002), 153.
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dibandingkan dengan pengertian adat. Karena adat disamping telah dikenal
oleh masyarakat juga telah bisa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan
telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang

yang melanggarnya.

2. Dasar-dasar kaidah ‘Urf
Sebagaimana kaidah lainnya, kaidah ini memiliki landasan dalam al-

Qur’an dan as-Sunnah. Firman Allah swt dalam al-Qur’an :
ol 5 e ey ST

“Dan suruhlel orang mengerjakan yang makruf] serta berpalinglahi-daripada
orang-orang yang bodoh. ”(Q.S. Al-A’raf: 199)

-

31 o doop T3 s .
Dy el o2y S

“Dan pergaulilah mereka secara patut”(Q.S. Al-Nisa’:19)

“Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah”
(HR.Ahmad dari Ibnu Masud)™

% Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnys, 225.
! Ibid, 137.

*Miftahul arifin, Faisal Haq, Ushul Figh (Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam), (Surabaya:
Citra Media, 1997), 292.
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3. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘Urf

5 s° ., e ’$ T . #a R ., &
) oo Bl B Y el U Gllah 020 300 S

’

“Semusa yang diatur oleh syara’ secara mutlak namun belum ada ketentuan
dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada ‘urf ™

sl s (&e it 52

“Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan
(zaman)”*

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

4. Macam-macam ‘Urf
‘Urf dapat dibagi atas beberapa bagian, ditinjau dari segi sifatnya

‘urfterbagi atas dua macam, yaitu :*°

33 Imam Musbikin, Qawa’id a/-Fighiyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 291.
3 Nasrun Haroen, Ushul Figh (Jakarta: Gaya Media, 2000), 143.

35 Abdul Hamid Hakim, Mabsdiul Awaliyah fi usulul Figh wa Qawaidul fighivah (Jakarta:
Sa’adiyah Putra, t.t), 36.

3¢ Nasrun Haroen, Ushul Figh, 139.
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‘Urf Lafdzi

Ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad atau ungkapan
tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, schingga makna ungkapan
itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

‘Urf Amali

Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau
muamalah keperdataan, yang dimaksud perbuatan biasa adalah
perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait

dengan kepentingan orang lain.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya ‘urfterbagi menjadi dua, yaitu 27

1.

‘Urf Shahih

‘Urf Shahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manuéia dan
tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang
haram dan tidak membatalkan yang wajib.

‘Urf Fasid

‘Urf Fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi
sesuatu itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yz;ng haram

dan membatalkan yang wajib.

37 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidsh Hukum Islam: Hmu Ushul Figh, Terj. Noer Iskandar
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 133.
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Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, ‘urfterbagi kepada :

a. 'Urfam
Ialah ‘wrf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti
memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya
kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah
membantu kita dan sebagainya.

b. 'Urfkhash
Ialah ‘wrf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu
saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa
Indoneéia yang befagama Islam bada setiap selesai menunaikan ibadah
puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak

dibiasakan.

Kedudukan “Urf

Dalam menetapkan suatu hukum juga harus mempertimbangkan ‘urf
setempat. Dengan demikian hendaknya para mujtahid dalam melakukan
ijtihadnya dan bagi seorang hakim dalam mengeluarkan keputusan juga l?arus
mempertimbangkan adat. |

Hukum yang didasarkan atas suatu ‘ urf dapat berubah-ubah menurut
masa dan tempatnya, sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan
masyarakat. Selama ‘urf yang shohih masih dikenal dan dipraktekkan

masyarakata dipandang sebagai sesuatu yang dipersyaratkan dan hukum yang
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ditetapkan berdasarkan ‘urf'sama dengan hukum yang ditetapkan atas dasar
Nash.

Adapun ‘urfyang rusak, maka tidak harus memeliharanya itu berarti
menentang dalil syara’. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad
diantara akad-akad yang rusak seperti riba dan gharar maka bagi ‘urfini tidak
mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Karena itu dalam
undang-undang positif manusia, tidak diakui ‘urfyang bertentangan dengan
undang-undang umum, akan tetapi dalam akad ini bisa ditinjau dari segi lain
yaitu apabila akad tersebut termasuk dharurat atau kebutuhan mereka, maka
itu diperbolehka.n, karena dﬁarurat itu mémperbolehkan hal-hal yang telah
diharamkan, sedangkan hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan dharurat,
dan jika bukan termasuk dharurat dan juga bukan termasuk kebutuhan
mereka maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan ini
‘urftidak diakui.

Secara umum ‘urfadat diamalkan oleh semua ulama figh terutama di
kalangan madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah
menggunakan istihs4n (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu
yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara) dalam berijtihad, dan salah
satu bentuk istihsdn itu adalah istihsdn al-‘urf (istihsdn yang menyandarkan

pada ‘urfj. Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam figh, al-
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Suyithi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah a/-‘4dat
muhakkamah (adat itu menjadi pertimbangan hukum).*®
Menurut pengertian di atas, maka ‘wrf'dapat diterima jika memenuhi
syarat sebagai berikut 39
1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
2. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh
dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketantuan Nash, baik al-Qur’an maupun
as-Sunnah.
4. Tidak mendatal.lgkan kemadlaratan serta éejalan dengan jiwa dan akal

yang sejahtera.

3% Amir Syarifuddin, Ushul Figh, jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 375.
%% Nazar Bakry, Figih dan Ushul Figh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 67.
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PELAKSANAAN JUAL BELI BILYET GIRO
DI DESA NGENI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

A. Profil Tokoh Agama di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
Pada sub bab ini akan dibahas tentang objek penelitian secara global.
Agar objek lebih jelas, maka akan diuraikan mengenai profil para tokoh agama
setempat sebagai berikut :
1. Khoirul Anam
Nama lengkap beliau adalah H. Khoirul Anam S.Ag. dilahirkan di
desa berbek dan setelah menikah dengan orang Ngeni, beliau tinggal di desa
Ngeni. Pada tahun 1975 beliau menuntut ilmu di MI Berbek dan setelah lulus
dari MI Berbek pada tahun 1987, beliau melanjutkan pendidikan Sanawiyah
(SMP) dan Aliyahnya tSMA) di pondok pesantren Tambak Beras Jombang,
setelah lulus dari pondok pesantren tersebut pada tahun 1997, beliau
melanjutkan studi S1 di Universitas Sunan Giri (UNSURI) Sidoarjo. Dan
sekarang beliau bekerja sebagai guru di Sekolah MINU Berbek kecamatan
Waru kabupaten Sidoarjo di samping itu beliau juga mengajar pengajian rutin
setiap malam kamis di masjid yang ada desa Ngeni kecamatan Waru

kabupaten Sidoarjo.

41
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2. Zuhdi Ismail
Nama lengkap beliau adalah H. Zuhdi Ismail B.A. beliau adalah
penduduk asli desa Ngeni, pada tahun 1975 beliau menuntut ilmu di MI
Berbek dan setelah lulus dari MI Berbek, beliau melanjutkan pendidikannya
ke pondok pesantren Sarang Jawa Tengah pada tahun 1981, setelah mondok
di Sarang Jawa Tengah, beliau melanjutkan studi S1 di pondok pesantren
Gontor Ponorogo pada tahun 1987. Dan sekarang beliau bekerja sebagai
kepala sekolah di Pondok Pesantren Fadilillah Tambak Sumur kecamatan
Waru kabupatén Sidoarjo di samping itu beliau juga mengajar pengajian rutin
setiap malam 'selasa di masjid Nge;li. : |
}. Misbahul Munir
Nama lengkap beliau adalah H. Misbahul Munir M.A. beliau adalah
penduduk asli desa Ngeni. Pada tahun 1986 beliau menuntut ilmu di MI
Berbek setelah lulus dari MI Berbek pada tahun 1992, beliau meneruskan
pendidikan ke pondok pesantren Gontor Ponorogo, dan setelah lulus dari
pondok pesantren Gontor Ponorogo pada tahun 1998, beliau melanjutkan
studi S1 dan S2 ke Kairo Mesir di Universitas al-Azhar selama 6 tahun. Dan
sekarang beliau bekerja sebagai penterjemah kitab-kitab pada percetakan
Arkan Leema Bandung, di samping itu beliau juga mengajar di pondok

pesantren Fadilillah Tambak Sumur kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
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4. Fahrur Rozi
Nama lengkap beliau adalah H. Fahrur Rozi M.Hi. beliau adalah
penduduk asli Desa Ngeni. Pada tahun 1986 beliau menuntut ilmu di MI
Berbek setelah lulus dari MI Berbek pada tahun 1992, beliau meneruskan
pendidikannya ke pondok pesantren Gontor Ponorogo, setelah lulus dari
pondok pesantren beliau melanjutkan studi S1 di UNMU Surabaya,
kemudian beliau melanjutkan studi S2 nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya

dan sekarang beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

5. Mas Nidhomuddin'v
Nama lengkep beliau adalah. Mas Nidhomuddin S.Ag. beliau adalah
penduduk asli Desa Ngeni. Setelah lulus dari MI Berbek pada tahun 1986
beliau-meneruskan pendidikannya ke SMP dan SMA di sekolahan Perlaungan
berbek kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo setelah lulus pada tahun 1992,
beliau melanjutkan studi S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan sekarang
beliau bekerja sebagai kepala sekolah di SMP Zainuddin kecamatan Waru

kabupaten Sidoarjo.
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B. Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli bilyet giro
Sebagian besar penduduk desa Ngeni berekonomi menengah ke
bawah dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari hanya
menggandalkan dari hasil pembuatan sandal, sedangkan dalam perolehan
tersebut juga tidak menentu tergantung dari banyak tidaknya pesanan yang
ada. Dalam transaksi jual beli sandal di desa Ngeni kecamatan Waru
kabupaten Sidoarjo para pémbeli sandal dalam melakukan pembayaran tidak
men'ggunakan uang tunai ;nelainkan mengguna.kan bilyet giro. |
Bil&et giro yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam jual beli
sandal I—nenipakan surat perintah dari penarik kepada tertarik untuk
memindah bukukan sejumlah dana dari rekening penarik yang bersangkutan
kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya dalam surat perintah
tersebut. Dan fungsi dari pemindahbukuan adalah sebagai alat pembayaran
dalam transaksi jual beli sandal, sehingga bilyet giro dapat dimasukkan
dalam kategori surat berharga."
Dalam pembayaran dengan bilyet giro yang menjadi kendala bagi
para pengusaha sandal adalah tenggang waktu pencairan bilyet giro tersebut,

sehingga mereka tidak bisa mencairkan bilyet giro tersebut dalam waktu

! Imam Prayogo, Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 277.
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dekat, karena mereka harus menunggu tanggal efektif pencairan bilyet giro
tersebut.

Dalam hal seperti inilah para pengusaha sandal mengambil inisiatif
untuk menjual bilyet giro yang mereka miliki kepada para pemilik modal, hal
tersebut dilakukan agar mereka bisa mendapatkan uang lebih cepat untuk
membeli bahan baku sandal, sehingga mereka bisa tetap terus berproduksi
menciptakan model-model baru untuk dijual kembali.?

Adapun yang dimaksud jual beli bilyet giro yang terjadi di desa Ngeni
kecamatan Waru kabupaten Sfdoaﬁo adalah jual beli bilyet giro hasil
penjualan -sandal yang dimilik% oleh para pengusaha sandal kepada para
pemilik modal (pembeli) dengan adanya potongan, karena tenggang waktu
atau tanggal c;feldif pencairan bilyet giro dan dalam prakteknya besar
potongan adalah S %. Dalam hal besar potongan sepenuhnya ditentukan oleh
pihak pembeli dan pihak penjual tidak berhak ikut campur.

Dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro diperlukan pengetahuan dan
pengalaman yang cukup serta memiliki naluri bisnis yang kuat untuk bisa
memprediksi bilyet giro yang akan di beli. Selain itu faktor keakraban antara
penjual dan pembeli juga merupakan unsur penting, semua itu guna

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.’

2 Rahim (Penjual), Wawancara, Desa Ngeni, 17 April 2011.

3 Munir (Pembeli), Wawancara, Desa Ngeni, 14 April 2011.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa Ngeni yang
melakukan jual beli bilyet giro adalah masyarakat yang cukup mengerti dan
memiliki keahlian dalam melakukan transaksi, serta dapat memprediksikan
apakah bilyet giro tersebut beresiko atau tidak, dan apakah dalam jual beli
tersebut nantinya akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kecakapan
tersebut dapat dilihat pada saat transaksi jual beli bilyet giro.

Para penjual bilyet giro adalah mereka yang memliki usaha sandal
atau home industry dan memiliki bilyet giro. Sedangkan para pembeli adalah
para pengusaha sandal yang juga mémpunyai home industry dan mereka
memiliki modal- lebih, akan tetapi mereka tidak memiliki toko bahah baku
sandal.

Hasil peneliti;m yang didapat setelah melakukan wawancara dengan
para penjual tentang latar belakang masyarakat desg Ngeni melakukan jual

beli bilyet giro diataranya ada dua faktor yang melatar belakangi yaitu :

a. Faktor lingkungan
Yang dimaksud dengan faktor lingkungan dalam jual beli bilyet giro
adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para pengusaha sandal di desa
Ngeni yang menjual bilyet giro yang mereka miliki. Hal seperti ini sudah
merupakan adat atau kebiasaan masyarakat desa Ngeni untuk menambah

kekurangan modal. Karena cara ini dianggap lebih mudah dan cepat.*

4 Usman (Penjual), Wawancara, Desa Ngeni, 13 April 2011.
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b. Faktor waktu
Jalannya usaha akan terhambat apabila modal dan bahan baku tidak
tersedia. Dalam pelaksanaan jual beli sandal di desa Ngeni kecamatan
Waru kabupaten Sidoarjo biasanya para pembeli sandal dalam melakukan
pembayaran tidak menggunakan uang tunai melainkan menggunakan
bilyet giro. Bilyet giro tidak dapat lansung diuangkan akan tetapi
menunggu tanggal efektif pencairan bilyet giro, sedangkan kebutuhan
untuk membeli bahan baku sangat diperlukan untuk memenuhi pesanan
yang sangat banyak disamping itu juga uhtuk menciptakan model-model
baru untuk dipasa;kan. Untuk mengate;si hal tersebut parz;x pengusaha‘
selaku pemilik bilyet giro menjual bilyet giro yang mereka miliki. Sebab

cara seperti ini merupakan cara yang paling mudah yang bisa mereka

tempuh untuk mendapatkan modal dengan cara cepat.’

Selain dari para penjual keterangan lain yang dapat dihimpun dari
para pembeli tentang latar belakang pembelian bilyet giro adalah :

a. Adanya keinginan untuk menolong sesama warga masyarakat desa Ngeni
dalam menjalankan usahanya. Dengan dibelinya bilyet giro tersebut dari
para pengusaha yang ada di desa Ngeni, maka kegiatan usaha tidak akan
terhenti. Apabila kegiatan pembuatan sandal sampai terhenti hanya

karena kekurangan bahan baku atau modal, maka sudah bisa dipastikan

5 Zainuddin (Penjual), Wawancara, Desa Ngeni, 15 April 2011.
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berapa banyak penduduk yang akan menjadi pengangguran. Padahal dari
masing-masing home industry sedikitnya memiliki sepuluh orang
karyawan. Untuk itulah pembelian bilyet giro dilakukan.®

b. Selain tujuan tersebut, tujuan lain adalah untuk mencari keuntungan.
Keuntungan yang diperoleh dari pembelian bilyet giro adalah dari
potongan yang telah ditentukan oleh pembeli, potongan ditentukan
berdasarkan baik dan buruknya bilyet giro, maksud dari baik dan
buruknya bilyet giro adalah disesuaikan dengan pemilik bilyet giro
tersebut, apabila si pemilik bilyet giro tersebut orang yang dianggap
mampu atau orang kaya.maka bilyet giro ters.ebut dikatakan baik, 'namun
apabila si pemilik bilyet giro tersebut bukan orang kaya atau orang yang
" kurang mampu maka bilyét giro tersebut tersebut dikatakan jelek,
tujuannya adalah untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, oleh
karena itu si pembeli dapat meminta pertanggungjawaban dari penjual,
biasanya dengan cara penyitaan barang yang dimiliki penjual bilyet giro.
Dalam menentukan potongan ditentukan oleh lama dan tidaknya tanggal
efektif. Biasanya besar potongan sekitar 5% untuk perbulannya, dan
untuk bulan berikutnya tinggal mengalikan, sedangkan kelebihan hari

juga diperhitungkan.’

¢ Mansur (Pembeli), Wawancars, Desa Ngeni, 18 April 2011.

" Yusuf (Pembeli), Wawancara, Desa Ngeni, 10 April 2011
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Selain hal-hal yang tersebut di atas, dalam pelaksanaan jual beli bilyet
giro juga terdapat beberapa kemungkinan keuntungan dan kerugian yang
diperoleh, baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, yaitu :

a. Keuntungan yang diperoleh pihak penjual adalah, mereka bisa
mendapatkan modal untuk membeli bahan baku sandal dengan cepat
tanpa harus menunggu tanggal efektif pencairan giro. Sehingga usaha
mereka tidak terhenti karena kekurangan modal dan bisa tetap terus
berproduksi. Sedangkan kerugian yang diperoleh adalah adanya potongan
bilyet giro sebanyak 5 %, sehingga secara otomatis jmnlah nominal yang
ada dalam bilyet giro berkura;lg.8 - |

b. Keuntungan yang diperoleh piﬁak pembeli adalah, mereka bisa
mendapatkan keuntungan dari };a;ii potongan sebanyak 5 % dari bilyet
giro, karena tenggang waktu atau tanggal efektif pencairan bilyet giro.
Sedangkan kerugian yang diterima oleh pihak pembeli adalah mereka
tidak bisa secara lansung mencairkan bilyet giro tersebut karena

menunggu tanggal efektif pencairan, sehingga mereka tidak bisa secara

lansung menggunakan uang mereka.

8 Rahim (Penjual), Wawancara, Desa Ngeni, 12 April 2011.
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2. Proses pelaksanaan jual beli bilyet giro
Proses pelaksanaan jual beli bilyet giro yang dapat dilihat di lapangan
melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :°

a. Seorang penjual menentukan kepada siapakah bilyet giro akan dijual.
Tahapan ini diperlukan agar penjual tidak salah memilih orang yang akan
membeli bilyet giro milik mereka. Apabila tidak tepat menentukan
pembeli maka biasanya bilyet giro tersebut akan ditolak.

b. Setelah menentukan pembeli bilyet giro, penjual lansung mendatangi
pembeli yang telah ditetapkan dan biasanya sudah keﬁal akrab guna
menghindari hal-hal yang tidak d-iinginkan. Setelah ke;duanya bertemu
dalam satu majelis, penjual menunjukkan bilyet giro yang mereka miliki
kepada pembeli. '

c. Kemudian si pembeli memeriksa bilyet giro yang akan dibeli, éetelah itu
si pembeli menentukan bilyet giro yang ditawarkan tersebut jadi dibeli
atau tidak.

d. Apabila bilyet giro tersebut jadi dibeli, maka tahap berikutnya adalah
penentuan potongan harga oleh pembeli dan dalam prakteknya pembeli
menawarkan potongan sebesar 5%. Dalam hal penentuan potongan si
penjual tidak memiliki hak untuk ikut menentukan besar kecilnya

potongan,

% Mudhofir (Penjual), Wawancara, Desa Ngeni, 16 April 2011.
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¢. Dan apabila kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan harga,
maka tahap terahir adalah pembayaran dengan uang tunai yang dilakukan

pada saat itu juga.

3. Aplikasi akad dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro

Dalam sebuah transaksi yang menjadi unsur pokok adalah akad yang
dilaksanakan oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan adanya akad
yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dapat dilihat bahwa dalam
jual beli tersebut sudah terkandung unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Aplikasi akad yang dilakukan adala}}, seorang penjual datang kepada
pembali yang telah ia kenal akrab, dalam penentuan harga seorang penjual
sama sekali tidak ikut menentukan harga karena penentuan harga dan besar
potoﬁgan sepenuhﬁya berada di tangan pembeli. Setélah bilyet giro diperiksa
oleh pembeli kemudian harga ditetapkan, penetapan harga yang dilakukan
oleh pembeli sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli bilyet giro di desa
Ngeni.'

Sedangkan tujuan dari pemeriksaan bilyet giro yang dilakukan oleh
pembeli adalah untuk mengetahui :
a. Keaslian pemegang bilyet giro, dengan memeriksa bilyet giro tersebut

kemungkinan besar pembeli tidak akan tertipu dengan bilyet giro yang

kosong.

19 Saikhu (Penjual), Wawancara, Desa Ngeni, 11 April 2011.
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b. Mengetahui orang yang memegang bilyet giro, pemegang selaku penjual
sangat besar sekali pengaruhnya terhadap penentuan harga dari bilyet

giro yang akan dibeli.

Bila bilyet giro dinyatakan baik dan tidak ada masalah dalam
penentuan harga, selanjutnya transaksi dilanjutkan dengan akad jual beli.
Data yang diperoleh dari lapangan bahwa dalam penentuan harga dilakukan
sepihak oleh pihak pembeli, sedangkan akad yang dilansungkan sifatnya para
penjual boleh memilih antara meneruskan jual beli atau menghentikannya.
Jadi dalam akad ini penjuallah yang berhak menentukan, apabila penjual
menentukan bahwa bilyet giro tersebut dijual maka akad pun dilaksanakan
dengan pembayaran uang tunai, dan dengan adanya. ucapan serah terima
antara penjilal dan peml;eli, yaitu penjual berkata "Saya jilal bilyet giro ini”
dan pembeli berkata “Saya beli bilyet giro dengan uang ini”, dan setelah lafal

diucapkan maka penjual lansung meninggalkan tempat tersebut.

C. Pandangan Tokoh Agama terhadap Hukum Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat
ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama, yaitu
pihak yang membolehkan dan pihak yang tidak membolehkan. Beberapa

pendapat tokoh agama antara lain sebagai berikut :
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1. Pihak yang membolehkan
a. Ustad Khoirul Anam"!

Menurut pendapat beliau transaksi jual beli bilyet giro tersebut
diperbolehkan, karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan
menggunakan akad jual beli dan hukumnya sah, karena bilyet giro termasuk
sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan termasuk barang bernilai atau barang
berharga. Bernilai maksudnya adalah bahwa bilyet giro tersebut sama halnya
dengan barang-barang berharga lainnya seperti sepeda motor, mobil dan lain-
lain. Akan tetapi apabila transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan'
akad qérd maka tidak sah, karena termasuk gard yang‘ menarik manfaat ata.u

keuntungan. Beliau menggunakan dasar hadits sebagai berikut :

.. f:/’.o, - o:‘,.n/"z oy . )’n};’:-’: . 0 -
U ale T o3 JS 0L il i o 0 U505 U6 106 (B (2
(L U > 3 sl Calge)

“Semua transaksi peminjaman yang menimbulkan sesuatu manfaat termasuk
7 9212
riba”

Beliau pendapat jual beli bilyet giro bukan termasuk pinjaman yang

menarik manfaat, karena dilakukan dengan menggunakan akad jual beli.

'!' Khoirul Anam, Wawaacars, Desa Ngeni, 9 April 2011.

12 Sahal Mahfud, Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdiatul
Ulama (Surabaya: Diantama, 2004), 468.
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Pelaksanaan jual beli bilyet giro seperti halnya jual beli barang-barang
berharga lainnya seperti: sepeda motor, mobil dan lain-lain. Dalam
prakteknya pembeli menawar harga kepada penjual dan apabila sama-sama
setuju maka transaksi pun dilakukan dan dibayar dengan uang tunai pada saat
itu juga.

Menurut pendapat beliau jual beli bilyet giro bukan merupakan jual
beli benda yang sejenis akan tetapi berlainana jenis dan pelaksanaan
pembayarannya harus dilakukan secara tunai, sehingga tidak berbeda dengan
jual beli pada umumnya sebab terdapat tawar menawar harga antara pihak
penjual dan'pembeli. Hal inilah yang menyebabkan dibolehkannya jual beli
bilyet giro, karena dianggap seperti jual beli pada umumnya, jika dilihat dari

segi akad dan pelaksanaannya.

b. Ustad Zuhdi Ismail **

Menurut pendapat beliau hukum jual beli bilyet giro tersebut adalah
diperbolehkan. Alasan dibolehkannya transaksi tersebut, karena :

1. Dibolehkan pada suatu tempat, karena ekonominya tidak stabil,
mengingat tidak stabilnya nilai mata uang di Indonesia dan juga setiap
harinya nilai uang juga semakin naik sehingga harga hari ini belum tentu
sama dengan harga pada hari esok, dalam hal ini yang menjadi patokan

adalah harga emas. Karena ketidakstabilan harga bahan baku di pasar

13 Zuhdi Ismail, Wawancara, Desa Ngeni, 7 April 2011.
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yang cenderung naik turun maka ketidakstabilan inilah yang
menyebabkan dibolehkan adanya potongan sebesar 5 % pada bilyet giro
tersebut untuk tiap bulannya sebab tanggal efektif pencairan bilyet giro.
2. Tidak dibolehkannya suatu transaksi karena adanya unsur “zu/m” atau
paksaan. Akan tetapi dalam transaksi ini kedua belah pihak telah saling
rela untuk menjual dan membeli bilyet giro tersebut dan pelaksanaannya
pun menurut kesepakatan masing-masing pihak, sehingga hal ini sudah
cukup menjadikan jual beli tersebut diperbolehkan. Sesuai dengan firman

Allah swt :

o - &

2 4 . J
V¢ ° ? R A A T TN z .
e ‘{,.{*: &,p\“..: oF oJ\zu L)‘;S.: QT’Y‘E‘ .

“..kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari suka sama suka di
antara kamu...”

Menurut Figh Klasik “kullu ziyadatin fahuwa riba” menerangkan
bahwa semua tambahan adalah riba. Akan tetapi dalam jual beli bilyet giro
ini tidak ada tambahan didalamnya, hanya ada pengurangan 5 % dan itu
sebagai imbalan atas tanggal efektif pencairan bilyet giro. Dan hal tersebut
termasuk kesepakatan I;ara pihak.

Menurut pendapat Figh Kontemporer “Bisa diterima dengan adanya
tambahan” transaksi jual beli bilyet giro diperbolehkan melihat sirkulasi

keuangan, adanya tenggang waktu atau tanggal efektif pencairan bilyet giro.

“ Depag RI, A/-Qur'an dan Terjemahnya, 122.
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c. Ustad Misbahul Munir '°

Beliau berpendapat bahwa hukum jual beli bilyet giro adalah sah atau
boleh. Karena dalam pelaksanaannya ada unsur tolong-menolong serta
adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Menurut pendapat beliau bilyet giro termasuk sesuatu yang dapat
dimanfaatkan secara indrawi maupun syar’i. Mekanisme pelaksanaannya
adalah dengan cara meletakkannya dalam bentuk akad jual beli dan bukan
dengan akad gard (hutang), karena termasuk gard yang menarik kemanfaatan

atau keuntungan. Sesuai dengan hadits :

#
", - /I.’ P

- 22 @ o//)}‘ @/ },D ’/:/: oo .
U b 3ie S 23 IS LT e e B A JG 1B Te

“Semua transaksi peminjaman yang menimbulkan sesuatu manfaat termasuk
—
riba”

Menurut pendapat beliau, jual beli tersebut termasuk jual beli sesuatu
yang dapat dilihat yakni barangnya ada ditempat dan hal tersebut dianggap
sah karena sudah memenuhi syarat-syarat objek jual beli, yaitu :

a. Keadaan bendanya suci.

b. Bendanya bisa diambil manfatnya sesuai dengan yang dimaksudkan.

® Ahmad Misbahul Munir, Wawancara, Desa Ngeni, 6 April 2011.
1 Sahal Mahfud, Sofusi Hukum Islam..., 468.



57

c. Bendanya dapat diserahkan kepada pihak pembelinya.

d. Adanya ijab gabul.

2. Pihak yang tidak membolehkan
a. Ustad Fahrur Rozi'’

Menurut pendapat beliau transaksi jual beli bilyet giro yang dilakukan
oleh masyarakat desa Ngeni hukumnya adalah Haram, Sebab termasuk
utang-piutang yang menarik manfaat serta identik dengan jual beli waktu,
maka hukumnya riba dan haram meskipun akadnya jual beli Vtetapi
hakikalnya bukan (adanya pengurangan karena tenggang waktu). Beliau
‘menggunakan sumber hukum dari Al-Qur’an dan hadits Nabi saw, yang mana

dalam al-Qur’an berbunyi :
- 5//1019.'3‘ ﬂ’f,
M...L;J.“ ‘;J:—-} t‘”h ) J;-b
“..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dan dalam hadist yang berbunyi :

#

b,,@éui;j;up;y"”’ &L&&\ymsd”’du Ju‘;u-_‘u’p

(e B J 3 el ol

1”7 Fahrur Rozi, Wawancara, Desa Ngeni, 8 April 2011.

'8 Depag RI, A/-Qur’an dan Terjemabnya, 275.
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“Semua transaksi peminjaman yang menimbulkan sesuatu manfaat termasuk
g 919
riba

Yang dimaksud dengan menimbulkan suatu manfaat dalam hadits
tersebut menurut pendapat beliau adalah memanfaatkan suatu keadaan
dengan mau membeli bilyet giro dengan syarat adanya potongan sebesar 5 %
karena sebab tenggang waktu pencairan bilyet giro tersebut (tanggal efektif).

Mekanisme yang benar menurut pendapat beliau adalah yang sesuai
dengan syariat Islam, misalnya dengan berhutang saja kepada sescorang yang
memiliki vang dan apabila bilyet giro tersebut sudah waktunya dicairkan
hutang tersebut dibayar dan tanpa ada tambahan atau bunga.

Mekanisme lain yang diperbolehkan adalah dengan menjual bilyet
giro tersebut sesuai dengan harga yang tertulis dalam bilyet giro tersebut,
kemudian penjual memberikan uang kepada pembeli sebagai tanda terima
kasih karena sudah mau menolongnya dengan membeli bilyet giro miliknya,
jadi bukan sebagai potongan harga karena tenggang waktu pencairan bilyet
giro.

Hal yang membolehkan adalah karena bilyet giro dijadikan sebagai
komoditas yang bisa untuk dijual sehingga bukan jual beli waktu tapi jual
beli barang. Seperti halnya membeli suatu barang dan membayarnya dengan

bilyet giro.

1 Sahal Mahfud, Solusi Hukum Islam..., 46.
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Apabila dilihat dari segi akad, jual beli tersebut sah. Tetapi apabila
dilihat dari segi hakikat, hal itu sama dengan utang-piutang yang
mengandung riba atau sama dengan transaksi yang menimbulkan manfaat

karena penundaan pembayaran.

b. Ustad Nidhomuddin®
Menurut pendapat beliau hukum jual beli bilyet giro yang dilakukan
di desa Ngeni adalah Haram, sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-

Qur’an :
w [ 20 XN L4 £
UL R A T
“..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Sebab tidak diperbolehkannya transaksi tefsebut, karena :
1. Mengandung unsur riba didalamnya, karena adanya potongan sebesar 5%
pada bilyet giro tiap bulannya.
2. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan.
3. Tidak ada unsur fa’awun tetapi adanya unsur bisnis untuk mencari
keuntungan.
Mekanisme yang benar menurut pendapat beliau adalah dengan

membeli barang dan membayarnya dengan menggunakan bilyet giro maka

?® Nidhomuddin, Wawancars, Desa Ngeni, 9 April 2011.

! Depag RI, A/-Qur’an dan Terjemabnys, 275.
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hal tersebut diperbolehkan. Karena bilyet giro itu dinilai sebagai salah satu
alat pembayaran yang saat ini marak digunakan oleh orang-orang yang
memiliki uang di bank.

Dan diperbolehkan apabila tujuannya adalah berhutang dengan
jaminan bilyet giro, jadi terdapat unsur /a’awun di dalamnya yakni menolong
orang yang sedang membutuhkan uang untuk modal usaha. Sehingga
memberikan uang atau membelinya sesuai dengan nominal yang tertulis
dalam bilyet giro tersebut tanpa ada pengurangan. Tidak diperbolehkan jual
beli bilyet giro apabila ada unsur bisnis didalamnya, yaitu mau membeli
bilyet giro tersebut dengan syarat adanya potongan sebesar 5 % untuk
tenggang waktu pencairan bilyet giro, sehingga penjual dirugikan karena

adanya pengurangan pada bilyet giro tersebut.



BABIV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI
BILYET GIRO

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro

Jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo merupakan perbuatan hukum yang
mempunyai konsekwensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari
pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksi jual beli bilyet giro

' te;sebut harus dipenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang jual beli bilyet giro, akan dikaji dari
beberapa tahapan, antara lain :

1. Tinjauan terhadap subjek (pelaku) jual beli

Para pelaku jual beli bilyet giro harus memenuhi persyaratan seperti
yang telah dijelaskan dalam persyaratan yang berkaitan dengan pelaku
praktek jual beli.

Jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh warga desa Ngeni, seperti
yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, merupakan praktek
jual beli surat berharga, sedangakan objek (pelaku) jual beli bilyet giro
tersebut adalah :

a. Penjual bilyet giro yaitu nasabah atau seseorang yang memperoleh

pemindahbukuan dana sesuai dengan perintah penarik kepada tertarik

61
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Menurut pendapat penulis, ijab qabul yang dilakukan dalam
pelaksanaan jual beli bilyet giro tidak ada penyimpangan dari ketentuan
hukum Islam, karena sudah jelas bahwa sudah ada unsur kerelaan antara
kedua belah pihak dan sudah diutarakan secara jelas melalui ucapan dari
penjual dan pembeli bilyet giro. “Sikap mengambil barang dan membayar
dengan harga barang oleh pembeli menurut pendapat ulama’ figh telah

menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan™.!

3. Barang yang diperjual-belikan (Objek jual beli)

Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa yang menjadi objek yang
diperjual-belikan dalam pélaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni
kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, adalah merupakan salah satu jenis surat
berharga yang juga digunakan sebagai alat tukar.

Sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Surat Edaran Bank
Indonesia (SEBI) No.4/670/UPB/PbB tertanggal 24 Januari 1972, yang
dimaksud dengan Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank
penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang
bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank

yang sama atau kepada bank lainnya.”

! Tbn Rusdi al-Qurtubi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, jilid 1 (Beirut: Dar al-
Fikr, 1987), 161.

2 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke-V (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2006), 164.
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(bank yang memelihara rekening giro penarik). Orang yang menjadi
pemegang atau penjual dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa
Ngeni adalah pengusaha sandal.

b. Pembeli bilyet giro adalah pemilik modal lebih yang membeli bilyet giro
dari pemegang secara lansung yang juga berprofesi sebagai pengusaha

sandal dan tidak memiliki toko bahan baku pembuatan sandal.

Jika diperhatikan secara seksama, baik dari penjual maupun pembeli
dalam jual beli bilyet giro di desa Ngeni, maka tidak ada penyimpangan dari
rukun dgn syarat yang sudah ditetapkan oleh syara’ diantaranya adalah, para
pelaku jual beli baik pihak penjuai maupun pembeli merupakan orang-orang
yang balig, berakal dan kedua belah pihak merupakan orang-orang yang

berkompeten dalam melakukan jual beli.

. Cara pelaksanaan ljab qabul

Tjab gabul sebagai simbol dari suatu kerelaan dalam kegiatan jual beli
antara penjual dan pembeli sehingga menjadikan suatu jual beli itu sah atau
tidak.

Dalam pelaksanaan ijab gabul jual beli bilyet giro dilakukan. secara
berkesinambungan, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak
dita’likkan dengan hal lain dan tidak dibatasi dengan waktu, karena pada saat
itu juga penjual telah sepakat menjual bilyet giro yang mereka miliki dan

pembeli juga sepakat untuk membeli bilyet giro tersebut.
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Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur penting

sebagai berikut :*

a.

Penarik adalah nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah
dana atas beban rekeningnya.

Tertarik adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan.
Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana
sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.

Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang.
Tenggang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakgn oleh
penarik kepada pemegang untuk xﬁeminta pelaksanaan perintah dalam
bilyet giro kepada tertarik.

Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindah- '

bukuan.

Dari uraian yang dipaparkan tersebut dapat diambil suatu pengertian

bahwa, bilyet giro adalah salah satu jenis dari beberapa alat tukar yang

dipergunakan di Indonesia, dengan demikian bilyet giro juga termasuk dalam

surat berharga.

Agama Islam amat mementingkan faktor kejujuran dan kebenaran

dalam hal jual beli, schingga segala bentuk penipuan dan sikap-sikap

eksploitasi dan membuat pernyataan palsu dilarang. Maka dari itu seorang

3 Ibid, 165.
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penjual bilyet giro harus menjelaskan kekurangan atau cacat komoditas yang
dijualnya, bila barang yang dijual tersebut terdapat cacat dan kekurangannya,
sehingga pembeli tidak tertipu dan menangung resiko dari jual beli tersebut.

Sedangkan dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni para
penjual memberikan secara lansung bilyet giro yang mereka miliki kepada
pembeli tanpa menjelaskan bagaimana keadaan bilyet giro tersebut dan
dalam hal ini pembeli bilyet giro sendirilah yang memeriksa dan menentukan
apakah bilyet giro tersebut baik atau tidak.

Dalam jual beli bilyet giro yang menjadi objeknya adalah bilyet giljo
dan bilyet giro ya.ng 'diperjuai-bclikan tersc;but masih dalam masa aktif
pencairan bilyet giro. Sehingga dihawatirkan akad ini dapat merugikan salah
satu pihak dan terjadilah akad gharar yang sangat bertentangan dengan
syariat Islam,

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus
terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, di antara rukun jual beli
adalah akad yaitu segala sesuatu yang dapat menunjukkan atas kerelaan
antara kedua belah pihak, sebab unsur yang terpenting dalam jual beli adalah
kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Sebagaimana dijelaskan dalam

Al-Qur’an :
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4

rg_n P s 5955 of Y.,

g

“...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di
antara kamu...”(Q.S An-Nisa’ : 29)

Sedangkan akad yang dilakukan dalam jual beli harus sesuai dengan
aturan akad itu sendiri. Bila dalam akad terjadi sesuatu yang menyebabkan
tidak adanya kesesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan, maka transaksi

atau jual beli yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah.

4. Pelaksanaan akad antara pihak penjual dan pembeli
Akad jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni
berawai dari para pengusaﬁa sandal yang kekurangan modai schingga
mengharuskan untuk menjual bilyet giro yang mereka miliki, meskipun
dengan adanya potongan sebesar 5 % pada bilyet giro tersebut.
Unsur-unsur terpenuhinya akad adalah :
a. Adanya orang yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli bilyet
giro.
b. Adanya barang yang dijadikan objek dalam akad dan barang tersebut
tidak dilarang oleh syara’.

c. Adanya sigat (ijab qabul).

‘ Departemen Agama RY, A/-Qur'an dan Terjemahuya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah al-Qur’an, 1971), 122.
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Melihat dari unsur-unsur akad tersebut, maka jual beli bilyet giro
yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni sudah memenuhi syarat-syarat
akad. Pihak penjual dan pembeli bilyet giro telah sama-sama rela dan
mengetahui secara pasti (jelas) transaksi yang mereka lakukan.

Jual beli yang dilakukan oleh warga desa Ngeni kecamatan Waru
kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari segi akad dan objeknya, dalam akad
tersebut terdapat kerelaan antara pihak penjual dan pembeli, meskipun dalam
pelaksanaannya terdapat potongan sebesar 5 % pada bilyet giro. Potongan
yang diberlakukan dalam jual beli bilyet giro yang terlaksana di desa Ngeni

sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku dalam jual beli tersebut.

. Syarat nilai tukar
Terkait dengan nilai tukar ini, dalam pembahasan ini yang digunakan
sebagai acuan adalah as-$aman yaitu, harga pasar yang berlaku di tengah-
tengah masyarakat. Ulama figih mengemukakan syarat-syarat as-Saman
sebagai berikut :
a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum
seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu

dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.



68

c. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan
nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara’ seperti babi dan khamar,

karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam pandangan syara’.

Dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro yang dilakukan di desa Ngeni
harga yang disepakati oleh kedua belah pihak telah jelas jumlahnya,
barangnya dapat diserahterimakan secara lansung dan barang yang diperjual-
belikan juga merupakan barang bernilai yang dapat diambil manfaatnya.

Sesuai dengan data yang diperoleh, harga bilyet giro yang diperjual-
belikan telah digépakati oleh pihak penjual dan pembeli dan harga tersebut
jelas jumlahnya. Sedangkan pembayarannya dilakukan dengan nang tunai dan

dilaksanakan pada waktu akad.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli
Bilyet Giro

Dari pendapat-pendapat para tokoh agama di atas dapat di ambil
kesimpulan, tokoh agama yang membolehkan berpendapat bahwa, suatu
permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-
tengah masyarakat‘ adalah sah atau boleh karena dibutuhkan, Kebutuhan kadang

bisa menempati kedudukan (sama dengan hukumnya) dalam kondisi darurat.

P | o-
- e
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“Suatu kebutuhan bisa menduduki tempat-tempat yang dharurat”’

Jual beli bilyet giro yang terjadi di desa Ngeni, yang mana masih banyak
masyarakat yang melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari dikiyaskan dengan ‘urf atau adah. Seperti disebutkan dalam kaidah

yaitu :
. Io" ‘{r ’o’ol.{:/ 25,08
dLﬂ)U‘ﬂx:.g (‘&U\ﬂﬁ I<.._J, Y

“Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan
(zaman)”

Para tokoh agama_)-'ang membolehkanberalasan bahwa yang dilakukan
oleh masyarakat desa Ngeni karena faktor kebutuhan ekonomi, Sebagian besar
masyarakat desa Ngeni bekerja sebagai pengusaha sandal dan untuk menambah
kekurangan modal maka, para pengusaha sandal menjual bilyet giro yang mereka
miliki kepada para pemilik modal lebih, dan jual beli bilyet giro tersebut sudah
merupakan kebiasaan warga desa Ngeni, karena mereka beralasan cara tersebut
adalah cara yang paling mudah dilakukan untuk mencairkan bilyet giro dalam
waktu dekat agar mereka bisa tetap terus berproduksi.

Jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni

merupakan suatu kebiasaan (adat) yang sudah dilakukan sejak lama. Hal inilah

5 Abdul Hamid HakKim, Mabadiul Awaliyah fi usalul Figh wa Qawaidul fighiyah (Jakarta:
Sa’adiyah Putra, t.t), 34.
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yang dijadikan dasar untuk memperbolehkan jual beli bilyet giro dengan
menggunakan kaidah a/- ‘urfatau adah untuk mengistimbatkan hukumnya.

Al-adah adalah suatu (perbuatan) yang terus-menerus dilakukan karena
logis. Sedangkan al- ‘urf adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang
melakukan karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.
‘Urf tidak hanya merupakan perkataan tetapi juga perbuatan atau berarti juga
meninggalkan sesuatu.

Dengan adanya kaidah tersebut hukum Islam dapat dikembangkan dan
ditetapkan sesuai tradisi (adat) yang sudah berlaku di masyarakat. Sifat al-
Qur’an dal; as-Sunnah yang hany./a memberikan prinsi.p-prinsip daéar dan karaktér
keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan dengan kaidah ini dengan melihat
kondisi lokal m;:lsing-masing daerah.

Selain itu diperbolehkannya jual beli bilyet giro karena adanya akad suka
sama suka antara penjual dan pembeli dan selagi tidak ada paksaan penjual dan
pembeli pun tidak ada yang merasa dirugikan.

Jual beli yang dilakukan oleh warga desa Ngeni kecamatan Waru
kabupaten Sidoarjo apabila dilihat dari segi akad dan objeknya yang mana dalam
akad tersebut mensyaratkan adanya potongan sebesar 5 % pada bilyet giro, maka
jual beli tersebut diharamkan, kecuali dalam akad tersebut tidak mensyaratkan
adanya potongan dan harga bilyet giro yang di beli sesuai dengan yang tercantum

pada bilyet giro tersebut maka hal tersebut dibolehkan.
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Dalam konteks penelitian ini jual beli bilyet giro termasuk ‘urf al-Amali
jika ditinjau dari segi objeknya. ai ‘urf al-Amali adalah kebiasaan masyarakat
yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Jual beli
bilyet giro merupakan adat/kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa
Ngeni. Kebiasaan ini sudah berlansung sejak lama, hal ini karena sebagian besar
masyarakat desa Ngeni bekerja sebagai pengusaha sandal untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka.

Jika ditinjau dari segi cakupannya jual beli bilyet giro termasuk a* ‘urf al-
Khash. Karena kebiasaaan jual beli bllyet giro hanya berlaku di daerah tertentu,
yaitu tepatnya d1 dasa Ngeni, dan tidak berlaku bagi seluruh rnasyarakat yang
ada di kabupaten Sidoarjo.

Masyarakat d;asa Ngeni melakukan praktek jual beli bilyet giro karena
faktor darurat, yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan
hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Hal-hal yang bersifat darury
bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada pemeliharaan lima hal yaitu :
agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

Disebutkan dalam kaidah sebagai berikut :

ot

“Kemadhorotan itu harus dihilangkan

6 Ibid, 32.
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Kaidah di atas menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu kondisi yang
terpaksa karena darurat seperti praktek jual beli bilyet giro di desa Ngeni, maka
harus dilihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang benar atau
belum. Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemadhorotan itu telah terjadi

dan akan terjadi. Apabila demikian halnya maka wajib untuk dihilangkan.

l& } wr® RS,

“Apa yang dibolechkan karecna darurat maka harus di ukur menurut kadar
kemadharatannya™’

Dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 119 :
o7 2w o~

\;,jj,p\uy ,..i..l; u‘,i!‘).m

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang
diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”

Pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni juga karena adanya faktor
kebiasaan hidup, pada hakikatnya adalah kumpulan atau sistem norma-norma
yang telah ditetapkan dan disahkan bersama dalam suatu masyarakat.

Di sebutkan dalam kaidah berikut :

s s

uujxuﬁo&;\yﬁu.dfu@&rpgujwu VERHI

7 Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Figh (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), 34.
® Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnys, 207.
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“Adat adalah segala yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi

kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau
perbuatan™’

Berdasarkan kaidah di atas maka pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa
Ngeni merupakan suatu akad yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat
untuk menunjang kelansungan hidup sehari-hari. Oleh karena itu akad jual beli
bilyet giro dalam hukum Islam diperbolehkan karena adanya kebutuhan
masyarakat dan sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan.

Dari faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat
memberikan analisis yakni dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni
dibolehkan, karena adanya:

1. Faktor darurat, kaidah :

§- - - # P P s or
& - 0 2 I B ¥ -l - 0z 7~
Loyl LIS ale )y wall a0 J 535 1!

“Kebutuhan itu menempati tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum
atau khusus” "’

2. Faktor kebiasaan, kaidah :

- o -
}

o, o o:o e R YOI }/:o/ﬁz:e J,”,
&},{)\:jjsofﬁg,@%uju,nm S

® Miftahul Arifin, Kaidah-Kaidah Penctapan Hukum Islam (Surabaya: Citra Media, 1997),

10 fmam Musbikin, Qawa’id a/-Fighiyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 291.
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“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi
kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau
perkataan”!!

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli
bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo jika ditinjau
menurut hukum Islam adalah diperbolehkan, karena dilakukan dengan
menggunakan akad jual beli dan bukan menggunakan akad gardh, dan hal lain
yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang mendesak yang mana akan
menimbulkan madharat yang besar apabila hal tersebut _tidak dilakukan.

Pengurangan dalam pembayaran jual beli bilyet giro sebenarnya di larang
dalam ajaran Islem, oleh karena itu pembeli tidak beleh mensyaratkan ada.njfa
potongan pada bilyet giro, sebab hal itu termasuk mencari manfaat dan termasuk

riba, sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :
v G o -0 JQ LA
TN e e,
“..dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa haram bagi
pembeli mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, kecuali apabila
pengurangan tersebut atas dasar suka rela atau tanda terima kasih dari penjual

kepada pembeli karena merasa sudah ditolong dan bukan merupakan syarat

" 1bid, 80

12 Depag RI, A-Qur’an dsn Terjemahnys, 275.
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penjualan bilyet giro sebab tanggal efektif pencairan bilyet giro, karena
pengurangan yang demikian termasuk riba.

Dari uraian yang dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan
analisis yakni dalam jual beli bilyet giro pihak penjual hanya ingin menjual bilyet
giro tersebut untuk menambah kekurangan modal, jadi boleh-boleh saja karena
dalam hal ini terdapat adanya unsur saling tolong-menolong dan saling
membutuhkan antara pihak penjual dan pembeli.

Sehingga untuk mengantisipasi jual beli bilyet giro tersebut bentuk-
bentuk akad yang bisa diterapkan yakni akad bay’ yahg dalam kualitas

hukumnya tidak ada perdebatan dikalangan ulama’.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan -

Dari kajian dan pembahasan mengenai pelaksanaan jual beli bilyet giro di

desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang telah

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut ;

1.

Jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo,
merupakan jual beli bilyet giro hasil penjualan sandal yang dimiliki oieh para
pengusaha sandal kepada para pemilik modal lebih (pembeli) dengan adanya
potongan, karena tanggal efektif pencairan bilyet giro.

Para tokoh agama setempat dalam hal ini mempunyai perbedaan pendapat
mengenai hukum pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan

Waru kabupaten Sidoarjo. Ada yang menyatakan bahwa jual beli bilyet giro

tersebut haram karena jual beli tersebut mengandung unsur zu/m, yakni

merugikan pihak penjual dengan adanya potongan sebesar 5 %. Dan ada yang
menyatakan bahwa jual beli bilyet giro tersebut diperbolehkan, karena jual
beli tersebut sudah memenuhi syarat serta rukun jual beli dan terdapat
kerelaan antara kedua belah pihak serta adanya faktor kebutuhan ekonomi

yang mendesak.

76
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3. Pandangan tokoh agama tentang jual beli bilyet giro di desa Ngeni

kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo bila ditinjauan menurut hukum Islam
adalah, dalam konteks penelitian ini jual beli bilyet giro termasuk ‘urf al-
Amali jika ditinjau dari segi objeknya. al‘urf al-Amali adalah kebiasaan
masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah
keperdataan. Jual beli bilyet giro merupakan adat atau kebiasaan yang
dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni. Kebiasaan ini sudah berlansung sejak
lama, hal ini karena sebagian besar masyarakat desa Ngeni bekerja sebagai
pengusaha sandal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka‘ jual beli

bilyet giro tersebut dibolehkan.

B. Saran

Mengingat begitu besar manfaat jual beli bilyet giro di desa Ngeni yang

memberikan keuntungan bagi masyarakat desa Ngeni sehubungan dengan hal itu,

maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu :

1.

Bagi masyarakat desa Ngeni khususnya pihak pembeli agar tidak tidak
terlalu besar dalam menentukan potongan pada bilyet giro. Dan untuk
mengantisipasi jual beli bilyet giro agar terhindar dari hal-hal yang dilarang
oleh syara’, maka akad yang diterapkan adalah akad bay’yang dalam kualitas

hukumnya tidak ada perdebatan di kalangan ulama’.
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2. Bagi para penjual dan pembeli bilyet giro diharapkan untuk lebih
memperdalam wawasan serta pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan
dengan jual beli sehingga transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari
norma-norma yang ada.

3. Disamping itu diharapkan kepada para tokoh agama untuk memberikan
pengaruh baik melalui penyuluhan, diskusi, pengajian maupun yang lain, agar
warga masyarakat paham tentang jual beli menurut hukum Islam, khususnya
jual beli yang dilarang maupun jual beli yang dianjurkan menurut hukum

Islam.



DAFTAR PUSTAKA

‘Abidin, Ibnu, Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar, juz IV, Beirut, Dar al-Fikr,
t.t

Ahmad Jutjawi, Ali, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, Terj. Hadi Mulyo,
Semarang, CV Asy-Syifa’, 1992

al-‘Asqalani, Ibn Hajar, Bu/ughul Maram, Terj. A. Hassan, Bangil, Pustaka Tamaam,
1991

al-Jaziry, Abdurrahman, Kitab al-Figh Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Mesir, Dar al-
Fikr, 1974

al-Qurtubi, Ibn Rusdi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, jilid 11, Beirut,
Dar al-Fik;, 1987

al-Zuvhaily, Wahbah, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, jilid V, cet. ke-8, Damaskus,
Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005

Arifin, Miftahul, Haq, Faisal, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, Surabaya,
Citra Media, 1997 )

Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, Yayasan
Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 1971

Djumhana, Muhammad, Hukurn Perbankan di Indonesia, cetakan ke-V, Bandung, PT
Citra Aditya Bakti, 2006

Gazali, Abdul Rahman et al, Figh Muamalat, Jakarta, Prenada Media Group, 2010

Hakim, Abdul Hamid, Mabadiul Awaliyah fi usulul Figh wa Qawaidul fighiyal,
Jakarta, Sa’adiyah Putra, t.t

Haroen, Nasrun, Figh Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Haroen, Nasrun, Ushul Figh, Jakarta, Gaya Media, 1996

Hasan, Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, 2004



Ibn Isma’il, Muhammad, al-Kahlani al-San’ani, Subu/ a/-Salam, juz 4, Bairut, Dar
al-Kutub al-Ilmiyah, 2004

Khalaf, Abdul Wahab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: llmu Ushul Figh, Terj. Noer
Iskandar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001

Mahfud, Sahal, So/usi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes
Nahdlatul Ulama, Surabaya, Diantama, 2004

Mahfud, Sahal, So/usi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes
Nahdlatul Ulama, Surabaya, Diantama, 2004

Mas’ud, Ibnu, Figih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2, Bandung, Persada
Setia, 2007

Mubarok, Jaih, Kaidah Figih (Sejarah dan Kaidah Asasi), Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, 2002

Mujib, Abdul, a/-Qowaidu al-Fighiyah, Jakarta, Kalam Mulis, 2001
Musbikin, Imem, Qawa’id al-Fighiyal; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001

Pasaribu, Chairuman et al, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, Sinar Grafika
Offset, 2004 4 i .

Prayogo, Imam, Prakoso, Djoko, Surat Berharga Alat Pembayaran dalam
Masyarakat, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1995

Sabiq, Sayyid, Figih Sunnah juz 12, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung, PT al-
Ma’arif, 1996

Suhendi, Hendi, Figh Muamalah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
Syafi’i, Rachmat, Figh Muamalah, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001
Syarifuddin, Amir, Ushul Figh, jilid 2, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001

Usman, Muhlis, Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fighiyah, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, 1997



